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ahri Koreksi

Biaya Konsultasi
Kompleks DPR

WAKIL Ketua DPR Fahri
‘Hamzah membantah per-
nyataan wakil ketua DPR
lainnya, Agus Hermanto,

yang menyebut pihaknya .

mengalokdasikan anggaran

.Rp601 miliar untuk biaya

konsultasi terkait dengan
pembangunan kompleks
parlemen.

Menurut Fahri, anggaran
sebesar itu dialokasikan un-
tuk manajemen konstruksi
perencanaan penataan ka-
wasan kompleks parlemen.
Untuk biaya konsultasi yang
dimaksud sebelumnya diang-

+ garkan hanya Rp30 miliar.

- rencanaan, konsuitan itu -

| “Rp601 miliar itu untuk
manajemen konstruksi pe-

paling banyak Rp30 miliar,”
kata Eahri di Gedung Nusan-

tara III, ]akarta, kemann,

Rp601 miliar
ialah biaya
‘manajemen
konstruksi,
sedangkan
biaya konsultasi
~dianggarkan

. hanya sebesar
Rp30 miiliar.

Fahri menambahkan, da-
lam penataan kpmpleks par-
lemen itu nantinya akan
dibuat alun-alun, perpusta-
kaan, dan museum sehingga

menjadi kawasan budaya

dan ilmu pengetahuan yang

bebas dikunjungi masyara-.

kat. “Nanti menjadi kawa-
san masyarakat, apabila ada

tamu yang ke sini, mereka
tidak perlu diperiksa karena

kawasan publxk berbeda

PR S e e

dengan ketika masuk Istana. «-
Negara harus ada penga-
manan,” ujarnya.

Dia menilai rencana pem-
bangunan kawasan politik
itu memerlukan desain dan
biayanya sederhana, begitu
pula dengan biaya konsultan
yang ada ketentuannya.

. Sebelumnya, Wakil Ketua
DPR Agus Hermanto menga-
takan DPR menganggarkan
Rp601 _miliar untuk konsul-
tasi perencanaan penataan
kawasan parlemen termasuk
Ppembangunan gedung baru
yang masuk Anggaran
Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (APBN) 2018.

* . “Sekarang ini anggaran &

Rp601° ‘miliar untuk konsul-
tan perencanaan, tak ha-
nya perencanaan gedung,

-tapi juga meliputi seluruh
‘perencanaan dari kawasan"

parlemen seperti alun-alun
demokrasi, gedung DPD, ge-
dung DPR, dan segala fasilitas
yang ada,” kata ‘Agus di Ge="
dung Nusantara I, Jakarta,
Kamis (26/10). 4
Agus mengatakan ang
garan itu sudah cukup lama
diajukan, tapi pemerintah
belum menyetujui. “Kami da-
hulu mengajukannya untuk
pembangunan gedung parle-
men saja, sekarang kajiannya-
untuk-seluruh penataan ka-
wasan parlemen,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat
itu menjelaskan pelaksanaan -

“konsultasi perencanaan ter-

sebut baru bisa dilakukan
tahun depan karena APBN
2018 baru saja dlsahkan DPR
Ppada Rabu (25/10).

Menurut dia, apabila ang-
garannya sudah cair, akan
d1laksanakan Kesekjenan
DPR dan prosesnya dipasti-

‘kan terbuka sehingganbisa

diawasi masyarakat serta
media massa, (Nov/P-5)
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